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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 5 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandar Lampung)

Oleh

MUHAMMAD RIZKILLAH AL BUCHORI

Latar belakang lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah banyaknya kasus permohonan
perkawinan oleh calon yang masih di bawah umur. Hal tersebut menyebabkan
tidak dikabulkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar fenomena
tersebut PERMA dibuat demi terakomodirnya hak dari anak salah satunya
melangsungkan perkawinan meskipun belum cukup dewasa namun atas
pertimbangan tertentu dapat dibolehkan. Jika terjadi penyimpangan dari
persyaratan usia perkawinan, dispensasi dapat diberikan atas alasan mendesak.
Adapun rumusan masalah sebagai berikut, apakah alasan yang melatarbelakangi
pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama? Dan Bagaimanakah
efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin, di pengadilan Agama Bandar Lampung? Apa
Faktor Pendukung dan Penghambat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di pengadilan Agama
Bandar Lampung?

Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Jenis
penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif terapan.
Mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku
dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian ini
memfokuskan pada Efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan Pembahasan dan Kesimpulan maka Hasil penelitian ini mendapatkan
kesimpulan bahwa tingkat efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung
No.5 Tahun 2019 yang bisa disebut dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dapat
dilihat melalui dua perspektif dari kata “efektif”. Efektivitas yang dimaksud pada
bagian pertama menunjukan bahwa, PERMA No.5 Tahun 2019 juga telah
berlaku efektif dan berhasil diterapkan sesuai dengan prosedural adminsitrasi
serta telah mengisi kekosongan hukum yang di dalam Undang-Undang
Perkawinan tidak memberikan kepastian hukum terkait Pedoman Mengadili



Dispensasi Kawin, Efektifitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No 5
Tahun 2019 dalam menangani perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama
sudah efektif jika dilihat dari lima faktor menurut Soerjono Soekanto. Pertama,
faktor hukum (Undang-Undang). Kedua, penegak hukum. Ketiga, sarana
Keempat, faktor masyarakat. Kelima, faktor budaya Sedangkan efektivitas yang
dimaksud pada bagian kedua adalah tentang hasil target maupun tujuan dari
penerapan PERMA, berarti PERMA No.5 Tahun 2019 ini belum efektif pada
lingkungan peradilan agama kelas IA Tanjung Karang karena, pertama; masih
meningkatnya pernikahan dibawah umur di daerah Bandar Lampung, kedua;
masyarakat daerah Bandar Lampung memiliki stigma dan nilai yang telah
berkembang di masyarakat lebih dahulu sebelum diberlakukannya Peraturan
PERMA Nomor 5 Tahun 2019, ketiga; pemahaman mengenai asas kepentingan
terbaik bagi anak tidak diketahui oleh para orang tua dan minimnya pengetahuan
orang tua mengenai pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia, keadaan ini
didukung dengan fakta kondisi sosiologis masyarakat Bandar Lampung yang
menjadikan alasan untuk menikahkan anak secara dini dan juga marak terjadi
pelanggaran pemalsuan identitas (KTP).

Kata Kunci: Dispensasi, Kawin, Efektivitas, PERMA No. 5 Tahun 2019
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan perkawinan yang
dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa di simpangi dengan cara
memohonkan dispensasi kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dikatakan bahwa izin kawin diberikan apabila laki-laki sudah berumur 19 Tahun
dan perempuan berumur 16 Tahun, dan apabila akan menikah dibawah usia
tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan atau lembaga lain
yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai. Dewasa ini peraturan tentang usia
kawin sudah berubah menjadi 19 Tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan,
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.'

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ketentuan
Pasal 7 ayat (2), dikatakan jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia
perkawinan tersebut di atas, menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat
diberikan atas alasan mendesak. Apa yang dimaksud ‘alasan mendesak’? Undang-
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada
bagian penjelasan menjelaskan, bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada

pilithan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan

! Dewi Judiasih, Sonny, Susiolowati S.Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Konradiksi Antara
Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” ACTA
DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 2. 2020. him.203.



mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang
cukup, bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang
membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang
dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang
tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Berkaitan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mewajibkan
pengadilan mendengar keterangan orang tua dalam permohonan dispensasi
kawin, karena itu, adanya Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengacu pada
Undang-Undang Perlindungan Anak sangat penting untuk menjamin pelaksanaan
sistem peradilan yang melindungi hak anak. Pedoman ini salah satunya
mensyaratkan pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi
kawin, calon suami/isteri, dan orang tua calon suami atau isteri. Mengikuti
pedoman ini hakim harus memastikan untuk mendengar langsung keterangan
anak dan calon suami atau isterinya terkait kesiapan pernikahan. Apabila para

pihak tidak hadir maka sidang wajib ditunda.

Efektivitas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1A
Tanjung Karang, Bandar Lampung, harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, disamping adanya perkara dispensasi kawin, ditambah
kuantitas perkara dispensasi kawin belakangan ini meningkat, Efektivitas dengan
adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, untuk prosedur dispensasi kawin memang sudah diatur
dengan adanya syarat-syarat pemberat. Seperti harus adanya atau hadirnya orang
tua dari calon pasangan suami isteri dan Anak yang melakukan dispensasi kawin

untuk dinasehati terlebih dahulu oleh hakim pengadilan Agama. Baik itu

2 Kamarusdiana, Ita Sofia. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang
Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Sosial dan Budaya Syari, Vol. 7 No.
1 2020. hlm. 31.



kerugian-kerugian secara psikologis, secara ekonomis dan secara material nya,

karena akan terganggu masa depan si anak.

Perkawinan di bawah umur menjadi isu nasional di Indonesia, Pemerintah serta
berbagai pihak termasuk anggota dalam keluarga terkecil yaitu orang tua,
bertanggung jawab untuk mencegahnya, bahkan cenderung mengalami kenaikan
pasca Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
hal ini dapat dilihat dari laporan Tahunan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Agama, dari data yang diperoleh dari laporan pelaksanaan kegiatan
Mahkamah Agung terbaru semenjak Covid-19, jumlah perkara permohonan
Dispensasi Kawin sebesar 13.880 perkara.’. Hal tersebut menunjukkan bahwa
perlu adanya perhatian khusus dalam mengadili suatu perkara Dispensasi Kawin.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan pada Tahun
2021, Dispensasi Kawin meningkat pada Tahun 2020. Menurut Data Badan

Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada Tahun
2020. Angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019
yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi kawin. Data-data yang disebutkan diatas
mengenai dispensasi kawin di Indonesia dapat disajikan dalam bentuk gambar

grafik sebagai berikut:*

Angka Dispensasi Pernikahan Anak yvang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2020)

F0.000
60.000
50.000

40,000

Kasus

30.000

20.000

o - - -
o -

2016 2017 2018 2019 2020

D katadata ‘v databoks

Gambar 1: Data Dispensasi Kawin di Indonesia.

3 Mahkamah Agung, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkaah Agung Tahun, 2020.
4 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-
3-kali-lipat-pada-2020 diakses pada tanggal 5 November 2021.



Komnas Perempuan mencatat ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan
dispensasi kawin pada 2020. Pertama, adanya pandemi virus corona Covid-19
menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka dan keluarga
mengalami kesulitan ekonomi. Kedua, ada kemungkinan anak terpapar gawai
sehingga lebih cepat merespons berbagai informasi yang belum dipahami,
sehingga terjadi kehamilan tidak diinginkan. Faktor lainnya karena belum
meratanya program terkait pemahaman hak seksual dan kesehatan reproduksi
komprehensif, terakhir, adanya penyalahgunaan informasi yang tidak lengkap
seperti dalam Dispensasi Kawin juga banyak dilakukan di Bandar Lampung, di
kutip dari Lampost.co kepada Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung Ahmad Syahab menyebutkan bahwa angka dispensasi perkawinan
terkhusus di Bandar Lampung meningkat selama pendemi covid-19. Data yang
diterima dari Januari hingga Mei Tahun 2020 yaitu berjumlah 246, dari 246 yang
terdaftar, sekitar 226 telah diputus oleh pengadilan se-wilayah pengadilan Tinggi
Lampung, selebihnya, 20 adalah sisa putusan dispensasi di Tahun 2019, terkhusus

perkara mengenai Dispensasi Kawin di Bandar Lampung terdapat 6 Putusan.’

Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA di
Bandar Lampung yang akan penulis teliti terdapat 2 perkara dispensasi kawin dan
2 (dua) perkara dispensasi kawin yang tidak terdapat lampiran yang telah
ditetapkan penetapan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang
Kelas IA yang ter-upload di website resmi Direktorat Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Perkara dispensasi kawin yang terdaftar Tahun 2020 terdapat
3 (tiga), Tahun 2021 ada 3 (tiga) perkara, dispensasi pernikahan di Pengadilan
Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Dari keseluruhan
permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung
Karang Kelas IA, alasan yang paling sering muncul dari pengajuan permohonan-
permohonan tersebut adalah karena telah berzina dan ada juga calon isteri

terlanjur hamil di luar nikah.

5 Lampost co. (2020). Dispensasi Pernikahan Dini Meningkat Selama Pandemi, diakses pada 3
July2021, dari  https;/www.google.com/amp/s/m.lampost.co/amp/dispensasi-pernikahandini

meningkat-selama-pendemi.html.



Data beserta alasan tentang pengajuan dispensasi dapat disajikan pada tabel

berikut:

Tabel 1. Dispensasi Kawin Di PA Tanjungkarang kelas IA Kota Bandar

Lampung.

No No Perkara Alasan Permohonan

1 | 0068/Pdt.P/2020/PA. Tnk | Telah berzina dan calon isteri hamil 21 (dua
puluh satu) minggu.

2 | N76/Pdt.P/2020/PA.Tnk | Keduanya telah berhubungan sedemikian
eratnya dan telah saling mengenal satu sama
lain selama 3 Tahun,.

3 | 75/Pdt.P/2020/PA.Tnk mendesak  untuk  dilangsungkan, karena
keduanya telah  berhubungan sedemikian
eratnya dan telah saling mengenal satu sama
lain selama 6 bulan.

4 129/Pdt.P/2021/PA.Tnk | menjalin kasih dengan seorang laki-laki (Calon
Suami) selama lebih kurang 3 Tahun.

5 123/Pdt.P/2021/PA. Tnk | menjalin kasih jalinan cinta selama kurang lebih
7 bulan dan sudah mendesak untuk dinikahkan.

6 | 0005/Pdt.P/2021/PA.Tnk | Telah berzina dan calon isteri hamil.

Sumber: Kumpulan putusan pengadilan agama Bandar Lampung.

Mengacu pada salah satu contoh kasus dispensasi kawin yang terjadi di

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Al Kota Bandar Lampung dengan
Putusan No 0068/Pdt.P/2020/PA.Tnk. Kedudukan perkara dapat dijelaskan,

bahwa Orang tua Pemohon I yang bernama Raihan Mustafa Bin Junaidi Abdul

Wahid dan orang tua Para Pemohon yang Bernama Neneng Suryana Binti Aswad

mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap kedua anak nya yang Raihan




Mustafa Bin Junaidi Abdul Wahid serta Neneng Suryana Binti Aswad. Anak
Pemohon I saat ini menjalin hubungan dengan Neneng Suryana dan akan mau
melangsungkan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon I belum cukup umur
menurut aturan Negara karena baru berusia 18 Tahun. Pemohon sudah berpacaran
selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan Neneng kedua belah pihak sudah
menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan berencana akan segera
menikah dikarenakan seluruh keluarga kedua belah pihak telah mendukung
rencana anak pemohon untuk menikah dengan calon isterinya. Rencana tersebut
di latar belakang oleh Pemohon dengan Neneng memilih hubungan yang sangat
erat dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Neneng
sudah hamil 21 (dua puluh satu) minggu. Anak Pemohon dan Neneng sudah
sepakat untuk menikah tanpa ada desakan orang tua dan telah dimusyawarahkan
oleh keluarga besar kedua belah pihak. Syarat-syarat pernikahan Pemohon
dengan Neneng menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu
syarat yaitu batasan umur yang masih di bawah umur, yang sampai saat ini belum
mencapai 19 Tahun. Antara Pemohon dengan Neneng tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan, keluarga Pemohon dan orangtua Neneng telah merestui
rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana
berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon telah mendaftarkan rencana
pernikahannya pada KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar
Lampung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya
dengan alasan anak dari Pemohon I yaitu mempelai pria yang belum cukup umur,
sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor:B-
175/Kua.08.09.18/PW.01/07/2020, bahwa untuk memperkuat dalil dalil
permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti bukti penguat, dapat
diketahui dari contoh kasus di atas diketahui bahwa pengajuan dispensasi
pernikahan tersebut karena penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk
mencatatkan pernikahan mereka karena tidak terpenuhinya usia minimal

pernikahann.

Mendengarkan keterangan anak adalah hal yang penting dalam proses ini karena
menurut Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya

secara bebas tanpa diskriminasi apapun, termasuk ketika dalam persidangan.



PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, juga mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada para
pihak terkait risiko perkawinan anak, menggali apakah anak menyetujui rencana
perkawinan serta apakah ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam skripsi yang berjudul Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun
2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan

Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandar Lampung).

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka

dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian yaitu:

a. Apakah alasan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin ke
Pengadilan Agama?

b. Bagaimanakah efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di pengadilan
Agama Bandar Lampung?

c. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat PERMA Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di

pengadilan Agama Bandar Lampung?

1.3. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

a. Untuk memahami dan menganalisis alasan-alasan mendasar dan paling
sering dipakai masyarakat Bandar Lampung dalam melakukan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Efektivitas PERMA No
5 Tahun 2019 terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bandar

Lampung.



c. Untuk mengetahui dan memahami Faktor-Faktor Pendukung dan
Penghambat PERMA No 5 Tahun 2019 terhadap Dispensasi Kawin di

Pengadilan Agama Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana

pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum

keperdataan khususnya dalam lingkup hukum keluarga yang berkaitan
dengan Efektivitas PERMA No 5 Tahun 2019 terhadap Dispensasi

Kawin di Pengadilan Agama

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis

yaitu:

1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang
Efektivitas PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama

2) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis
tentang Efektivitas PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi
Kawin di Pengadilan Agama

3) Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi
penulis.

4) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Batasan Minimal Usia Perkawinan

2.1.1. Batasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam
Pada dasarnya perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan
perkembangannya bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya
memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.
Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri
segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah : “Dan
segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat

kebesaran Allah.”

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah
menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi
kegenerasi berikutnya. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat,
baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia
maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya
keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam
masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada
kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat

dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang
demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan
keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat
dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan. Pada dasarnya Islam
menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam

hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah
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wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyyah mengatakan bahwa hukum asal
perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan
dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu
Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.® Dari kelima macam di atas belum
dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Maka
dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai

berikut:

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada
kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina.

Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk
Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul
kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan

perkawinan juga tidak ada kehawatiran akan berbuat zina.

3. Haram

Perkawinanan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-
kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila
perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian Perkawinanan
merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim. Islam melarang berbuat zolim

kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zolim di larangnya juga.

4. Makruh

Perkawinanan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil,
cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan kawatir terseret dalam
perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi

kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan

6 Sulaiman Rasyid, Figh Islam (Hukum Figh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru, 1992),355
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pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami

belum mempunyai keinginan untuk perkawinan

5. Mubah

Perkawinanan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda
tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan
merasa kawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan
dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina

keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk
kawin. Jika usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melakukan sholat,
maka Islam telah menentukan akil balighh seorang perempuan adalah ditandai
dengan menstruasi (biasanya di usia 13 Tahun), sedang laki-laki dengan ‘mimpi
basah’ (biasanya 14 Tahun), namun kedua tanda kedewasaan ini bukan isyarat
(langsung dimaknai sebagai ketentuan) yang membolehkan mereka kawin (batas
usia kawin).” Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak
untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan
kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut
dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab
fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anakanak yang masih

kecil atau perawan®.

Batasan usia perkawinan menurut agama islam sebenarnya tidak ada ketentuan
mengenai batas usia. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur”an yang
secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada
hadist yang secara langsung menyebutkan batas usia. Islam tidak mengenal usia
perkawinan, standar usia nikah di dalam syariat Islam yang lazim disebut usia
balighh, ditandai sehat akal fikiran nya dan cakap bertindak hukum.’ Usia nikah

merupakan usia di saat seseorang menurut biasanya telah memiliki ketertarikan

" Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Figh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.
% Hatta, Mo. Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal al-
Qanun. Vol. 1 1. Juni.2018.
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kepada lawan jenis'®, dalam agama islam setiap orang yang telah sanggup untuk

menikah, tanpa memandang umur boleh menikah.

2.1.2. Batasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Peraturan Indonesia
Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama
dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati Setiap Negara
dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang
cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi,
social, budaya. Penggunaan angka sebagai ukuran batas maksimal seseorang
dikategorikan sebagai anak masih di bawah umur ditentukan secara bervariasi
oleh berbagai undang-undang yang mengaturnya, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2), Tentang Kesejahteraan
Anak menyebutkan bahwa: ”Anak adalah seseorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin”.!!

2. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah,
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya”!?

3. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita ketemukan
dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak
yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun. Isi pasal itu
menyatakan; “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

4. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai

pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum

berumur 21 (dua puluh satu) Tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330

10 Abdul Aziz, Tafsir Al Bayanu Ahkam jilid 2 (Jakarta: Maktabah Daru al-Minhaj, 2012),hlm. 722
" Ibid
12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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yang menyebutkan: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai
umur genap dua puluh satu Tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

5. Pasal 98 Ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menentukan batas
usia menyandang status “anak” yakni seorang yang belum berusia 21 (dua
puluh satu) Tahun, juga dikategorikan belum dewasa. Isi pasal dimaksud
adalah “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21
Tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum
pernah melangsungkan perkawinan”

6. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang
perkawinan perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah

mencapai umur 19 (Sembilan belas Tahun)”.

Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan UU
No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 Tahun dan pihak wanita minimal 19
Tahun. Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah
dipersyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak, namun standar usia di
bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat
dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pengertian Dasar Hukum, Syarat dan

Prosedur Dispensasi Kawin

2.2.1. Pengertian Dispensasi Kawin dan dasar Hukum Dispensasi Kawin
Dispensasi Kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah
meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 Tahun. Prinsipnya, seorang
laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19
Tahun ke atas, jika ternyata keadaan menghendaki dan memiliki alasan yang

kuat, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau
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keduanya belum mencapai usia yang dimaksud, artinya, para pihak dapat

mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan.'?

Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur sering disebut dengan dispensasi
kawin yang secara kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi
kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih
di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan
syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi kawin di
bawah umur yang berlaku. Pelaksanaan dispensasi kawin merupakan wujud dari
penerapan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menegaskan:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur
19 (sembilan belas) Tahun.

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak
wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi kawin ini merupakan bagian dari bidang perkawinan yang secara
absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana dalam
pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;
b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan.
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Wakaf;

Zakat;

Infak

Sedekah; dan
Ekonomi syari’ah.

mER e o

2.2.2. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Kawin
Makna dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada
calon suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan
perkawinan. Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah:!*

1. Surat permohonan;

2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;

3. Fotokopi Kartu Keluarga;

4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;

5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon

suami/isteri; dan;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih

sekolah dari sekolah anak;'?

Namun kenyataannya, masih ada pengadilan agama yang menambahkan
persyaratan administrasi tersebut, seperti buku nikah orang tua calon suami atau
calon isteri, KTP orang tua calon suami maupun calon isteri, hal ini secara tidak
langsung cukup memberatkan para pemohon karena semuanya harus di materai
dan di Regis di kantor pos. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh:
1. Orang tua;
2.Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang
tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan
pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya,
dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut
kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;

5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan;

14 Ibid. hlm.54.

15 Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin
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Apabila panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi Kawin
ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan
permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi, namun jika
permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka
permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya
perkara, dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan

dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo);

2.2.3. Prosedur Pengajuan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan
Agama
Dispensasi Kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama
antara anak dan orang tua;

b. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami
atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia
perkawinan. Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis
tentang perempuan berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem
Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan
Dispensasi Kawin.

2) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim

dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan : a) Anak yang
dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ; b) Calon suami/isteri ; ¢) Orang
tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda
persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika
pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi

Kawin dinyatakan “gugur”.
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Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat
menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan
dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama, akan
tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-
pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat

diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga
Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut
persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Hal ini sejalan
dengan undang-undang peradilan anak, dalam persidangan, Hakim harus
memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali
calon suami/isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon
suami/isteri dan orang tua/wali calon suami atau isteri agar memahami risiko

perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun;
Belum siapnya organ reproduksi anak;

Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

woe »N

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan
apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.
Penetapan juga ‘“batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak
mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) Anak yang dimintakan
Dispensasi Kawin ; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c)
Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang
Tua/Wali Calon Suami/Isteri, dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim

mengidentifikasi:

1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana

perkawinan;
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2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan

perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan

3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga

untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak

dengan:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;

Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;

Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;

Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;

Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk
dikawinkan;

Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali
calon suami/isteri;

Memperhatikan  kondisi  psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan,
kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari
psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan
sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)
atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual

dan/atau ekonomi; dan

10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.
Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin
Hakim dapat :
1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual
jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;

3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ;
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4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial
Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan
Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan

5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak,

dalam hal dibutuhkan.
Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

a. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum,
kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan

b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

2.2.4. Dispensasi Kawin Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perkawinan
hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka
yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun bagi yang mereka yang belum
memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila
Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-
undangan, dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi
kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang- undangan
dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin. PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan
pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap
lapisan masyarakat. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili
permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan

terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas
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penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat
manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di
depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;

3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan
perkawinan anak;

4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi
pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin

di pengadilan.

2.2.5. Teori Efektivitas Hukum
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau
kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak
terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu
karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Teori
efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang mana ini menjadi dasar
dari penerapan sebuah aturan

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. Salah satunya hakim menjadi sosok penting dalam
penerapan sebuah aturan melalui putusan hakim dapat menjadikan sebuah
Undang-Undang bekerja secara optimal

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu
menjadi penunjang yang berhubungan dengan penagakan hukum dan
efektivitas sebuah aturan.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan. faktor yang melekat pada sebuah kelompok masyarakat luas
dimana masyarakat sebagai penerima hukum sekaligus pihak yang
melaksanakan aturan tersebut.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. faktor ini
berhubungan langsung dengan kebudayaan, perilaku, kepercayaan, norma
penduduk setempat dalam melaksanakan sebuah keputusan yang mana
faktor budaya dapat berdampak langsung kepada tingkat kepatuhan
masyarakat dalam mematuhi Undang-Undang.
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Penulis menggunakan teori efektifitas penegakan hukum ini bertujuan untuk
membahas dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan
dengan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas [A Tanjung Karang
Bandar Lampung dan juga apasaja faktor pendukung dan penghambat
Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Kelas IA dalam melaksanakan
penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin.
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2.3. Kerangka Pikir

Penolakan dari KUA

!

/ \ Permohonan Dispensasi Kawin
Efektivitas PERMA
Nomor 5 Tahun 2019,

Pada Pengadilan Agama l

Bandar Lampun
puns Pelaksanaan Pemeriksaan dan
Penetapan Putusan
K / Permohonan Dispensasi Kawin

Oleh Hakim Tunggal

A 4

Alasan Diterimanya
Permohonan Dispensasi
Kawin di Pengadilan
Agama.

Gambar 2. Kerangka Pikir.

Keterangan:

Dispensasi Kawin dapat diajukan apabila terdapat surat penolakan dari KUA
bahwasanya kedua mempelai tidak bisa melangsungkan perkawinan dikarenakan
tidak memenuhi persyaratan, kemudian setelah mendapat surat dari penolakan
dari KUA baru dapat mengajukan Dispensasi Kawin dengan catatan sudah
memeriksakan ke tenaga medis dan/atau kesehatan dan tambahan bukti-bukti
menguatkan permohonan, kemudian pengajuan permohonan dispensasi kawin
didampingi oleh salah satu orang tua atau wali ataupun kedua belah pihak calon
mempelai. Penetapan Pengadilan Agama dalam menggunakan patokan ketentuan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai ukuran dalam
menentukan seseorang masih di bawah umur. Kemudian setelah keluarnya
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam
proses pegangannya, selanjutnya seorang hakim harus mempunyai persangkaan
dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan
dispensasi kawin oleh Hakim tunggal yang ter sertifikasi SPPA (Sistem Peradilan
Pidana Anak), hal itu menjadi penting sebab secara umum pemeriksaan perkara
dispensasi kawin memerlukan skill dan knowledge tersendiri karena yang hadapi

bukan pihak yang sudah dewasa melainkan masih anak-anak

Meskipun kasus perkawinan di bawah umur dan dispensasi kawin setiap
Tahunnya selalu mengalami peningkatan, persoalan mengenai dampak
perkawinan di bawah umur dan pengajuan permohonan dispensasi kawin, pada
dasarnya akan memberikan dampak yang panjang di masa mendatang, sehingga
penting dibatasai dan ditekan agar kasus perkawinan di bawah umur dapat
dikendalikan dengan baik. Hal ini akan memberikan dampak yang luas kepada
masyarakat, termasuk tingkat pendapatan dan kesejahteraan hidup. Namun
Hakim sudah berupaya melakukan ijtihad untuk menghasilkan keputusan yang
terbaik untuk anak. Hakim juga sudah mempertimbangkan kemaslahatan jangka
Panjang terkait pernikahannya. Selain itu perkawinan di bawah umur tentu
menjadi masalah bersama, masalah ini bukan hanya masalah hakim saja namun
juga masyarakat da pemerintah. Untuk itu tidak semua permohonan dispensasi
kawin dikabulkan karena diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak ada

yang dirugikan dimasa mendatang



III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan berusaha untuk memperoleh data yang akurat
dan dapat di per tanggung jawabkan akan kebenarannya. Penelitian hukum
merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala
hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian
hukum, seyogyanya selalu mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat
diberikan pada hukum.'® Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

atas Permasalahan yang timbul.!”

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku
dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.'® Penelitian ini
memfokuskan pada Efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terhadap Dispensasi Kawin di

Pengadilan Agama Bandar Lampung.

3.2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif
bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

16 Soerjono Soekanto,2014, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3 Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia UI-Press, him.43.

17 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
hlm.43.

18 Ibid, him.52.
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tertentu yang terjadi dalam masyarakat.! Bertujuan untuk menggambarkan
secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai Proses Pengajuan Dispensasi Kawin
mengikuti kaidah yang berlaku. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana
Efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

3.3. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
hukum normatif yaitu suatu pendekatan melalui perundang-undangan yang

berlaku, literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

3.4. Data dan Sumber Data
Data adalah semua informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Data yang
digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan fokus penelitian.?® Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian data sekunder ini
digunakan sebagai analisis data penerapan masih terjadinya dispensasi kawin di
Bandar Lampung, apakah penerapannya telah sesuai atau belum sesuai pada
peraturan perundang-undangan. Sumber hukum data sekunder yang akan
digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari
berbagai peraturan perundangan-perundangan yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
¢. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
d. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

19 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 2004, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
hlm.52.
20 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga, 2009, hlm.61.



f.

26

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang

menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku

yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan hukum Tersier, yaitu yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus

Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada umumnya mengenal 3 jenis alat atau cara yaitu

studi dokumen atau studi Pustaka, pengamtan, atau observasi dan wawancara

atau interview?!. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan

data yang dipergunakan adalah dengan cara mempelajari Studi Kepustakaan dan

wawancara sebagai penunjang bahan pustaka.

a.

Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan (library research), yaitu
pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai
sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara
membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan Permasalahan yang dibahas.?

Metode Wawancara, metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan
tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang
diperoleh penulis termasuk mencari perbandingan lain dari data yang
telah ada. Wawancara akan dilakukan kepada , Hakim Pengadilan Agama
Kelas IA Tanjung Karang yaitu Bapak Drs. H. Thsan, M.A. kemudian
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Ibu Elly Nurlaily,
S.H., M.H. serta Ketua Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung

yaitu Ahmad Apriliandi Passa sesuai kebutuhan peneletian.

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 66
22 Soejono dan H. Abdurahman, 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,

hlm. 28.
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3.6. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data,
sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis Permasalahan
yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai

berikut:??

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup
lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan. Sehingga data yang
terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab Permasalahan dalam
penelitian ini.

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis,
sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.

3. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urusan data yang telah
ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan sistematis.

3.7. Analisis Data

Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode
analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-
kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan
efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis®*
Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun
secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya
dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari

Permasalahan yang diteliti®®

23 Abdul Khadir Muhammad, OP.Cit., hlm. 126
24 Ibid, him. 127

25 Jujun, Surya, Soemantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000,
hlm. 49



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

2.

Alasan yang paling sering dipakai oleh pemohon pengajuan dispensasi kawin
dari bebereapa putusan, pertimbangannya adalah sudah lamanya pasangan
tersebut berpacaran (6 bulan sampai 4 Tahun) bahkan ada pasangan yang
mengajukan permohonan sudah tinggal bersama baik itu kost-kostan atau di
rumah, ada juga sudah sampai berzina yang berakibat hingga hamil.
Ditambah lagi orang tua dari calon isteri atau calon suami, sering khawatir
akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan terjurumus kepada zina maka
banyak orang tua yang ingin agar kedua anak Pemohon (orang tua dari calon
anak yang mengajukan disepnesasi kawin) segera untuk dinikahkan dan

melaksanakan permohonan dispensasi kawin .

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai
efektivitas pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam PERMA
nomor 5 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandar
Lampung dalam upaya mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak di
lingkungan peradilan Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa
tingkat efektivitas penerapan PERMA No.5 Tahun 2019 dalam penelitian ini
terdapat dua perspektif dari kata “efektif”. Pertama apakah peraturan yang
berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan. Dan kedua, makna
efektif disini yaitu apakah hasil yang diharapkan atau target dari peraturan
tersebut berhasil. Apabila efektivitas yang dimaksud pada bagian pertama,
PERMA No.5 Tahun 2019 telah berlaku efektif sesuai dengan yang
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dikehendaki Mahkamah Agung, artinya PERMA ini berhasil diterapkan di
Pengadilan Agama Bandar Lampung oleh hakim dan aparatur Pengadilan
Agama Bandar Lampung untuk mengisi kekosongan hukum acara
permohonan dispensasi kawin, serta memiliki nilai kemanfaatan dan hasil
guna sejak diberlakukannya pada tanggal 21 November 2019. Efektivitas
yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target maupun tujuan dari
penerapan PERMA, berarti PERMA No.5 Tahun 2019 ini belum efektif pada
lingkungan peradilan agama Bandar Lampung. Ketidakefektivan UU
Perkawinan maupun PERMA No.5 Tahun 2019 dalam upaya penerapan asas
kepentingan terbaik bagi anak disebabkan, pertama; karena faktor penegak
hukum dimana hakim memiliki kebebasan dalam memutus sesuai fakta
persidangan dan hukum yang berlaku dalam hal ini juga dapat menjadikan
hukum agama sebagai landasan memutus perkara dispensasi kawin asal tidak
bertentangan dengan aturan hukum ainnya yang berlaku termasuk PERMA
Nomor 5 Tahun 2019, kedua; ialah dari masyarakat itu sendiri dimana
berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa masyarakat Bandar
Lampung memiliki stigma dan nilai yang telah berkembang di masyarakat
lebih dahulu sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019
mengenai pernikahan dini anak yang dianggap sebagai hal yang wajar bahwa
pernikahan anak pada usia dewasa adalah hal yang dianggap tabu dan
memalukan, ketiga; pemahaman mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak
juga tidak diketahui oleh para orang tua hal ini dikarenakan minimnya
pengetahuan orang tua mengenai pemberlakuan hukum positif Indonesia
khususnya hukum perkawinan, keadaan ini didukung dengan fakta kondisi
sosiologis masyarakat Bandar Lampung yang menjadikan alasan ekonomi
untuk menikahkan anak secara dini dikarenakan tidak sanggup mengeluarkan
biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak sehingga asas kepentingan
terbaik bagi anak dikesampingkan.

Efektifitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam
menangani perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama sudah efektif
jika dilihat dari lima faktor menurut Soerjono Soekanto. Pertama, faktor

hukum (Undang-Undang) yang mana ini menjadi dasar dari penerapan sebuah
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aturan. Kedua, penegak hukum yaitu hakim menjadi sosok penting dalam
penerapan sebuah aturan melalui putusan hakim dapat menjadikan sebuah
Undang-Undang bekerja secara optimal. Ketiga, sarana prasarana yaitu
menjadi penunjang yang berhubungan dengan penagakan hukum dan
efektivitas sebuah aturan. Keempat, faktor masyarakat yaitu faktor yang
melekat pada sebuah kelompok masyarakat luas dimana masyarakat sebagai
penerima hukum sekaligus pihak yang melaksanakan aturan tersebut. Kelima,
faktor budaya yaitu faktor ini berhubungan langsung dengan kebudayaan,
perilaku, kepercayaan, norma penduduk setempat dalam melaksanakan
sebuah keputusan yang mana faktor budaya dapat berdampak langsung
kepada tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi Undang-Undang.
Meskipun pada realitanya masih terjadi peningkatan dispensasi kawin tiap
Tahunnya, namun hakim sudah berupaya melakukan ijtihad untuk
menghasilkan keputusan yang terbaik untuk anak. Hakim juga sudah
mempertimbangkan kemaslahatan jangka Panjang terkait pernikahannya.
Selain itu perkawinan di bawah umur tentu menjadi masalah bersama,
masalah ini bukan hanya masalah hakim saja namun juga masyarakat dan
pemerintah. Untuk itu tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan
karena diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak ada yang dirugikan

dimasa mendatang

Faktor pendukung dari adanya dispensasi kawin yang disesuaikan dengan
PERMA Nomor 5 Tahun 2019, seperti calon suami dan isteri hadir dalam
persidangan, mampu mendatangkan saksi-saksi dan menghadirkan calon
mempelai pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan secara keseluruhan
jikalau terpenuhi semua berkas pengajuan permohononan dispensasi kawin
maka akan dikabulkan oleh hakim di persidangan. Faktor penghambat yang
paling sering terjadi biasanya ketidakhadiran para calon atau orang tua ke
dalam suatu persidangan dan masih maraknya pemalsuan identitas KTP agar
tidak harus menjalankan prosedural pengajuan permohoan dispensasi kawin
yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
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5.2. Saran

Peneliti memberikan masukan atau saran untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

1.

Para hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin di Indonesia
khususnya di Lampung agar membuat aturan yang bersifat limitatif terhadap
alasan pengajuan perkara permohonan dispensasi. Menurut penulis, satu-
satunya alasan yang dapat dikatakan paling urgen atau dianggap sangat
mendesak untuk dijadikan sebagai alas an pengajuan permohonan dispensasi
kawin 1ialah alasan karena kehamilan di luar nikah. Hal ini untuk
meminimalisir mimpi buruk akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang

seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan.

Masyarakat khususnya para orang tua agar lebih memiliki kesadaran dalam
menjalankan tanggung jawab, dan peran sebagai orang tua dalam melindungi
anak, mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat
dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada
anak. Pihak KUA, instansi-instansi, serta lembaga-lembaga yang terkait
mengenai aturan-aturan yang membahas tentang perkawinan dini, terkhusus
mengenai dampak dan persyaratannya, untuk melakukan sosialisasi yang
bersinergi, d sosialisasi dilakukan tidak hanya di balai desa tetapi juga
dilakukan sosialisasi yang lebih dekat lagi dengan sasaran aturan dispensasi
ini yaitu anak-anak usia sekolah di sekolah- sekolah. Sehingga memberikan

pemahaman di semua kalangan.

Kepada Mahkamah Agung, agar menambahkan penjabaran aturan dan
standarisasi yang lebih jelas mengenai alasan mendesak yang menjadi
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin guna
menyeragamkan pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak

hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya.
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